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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat
publik baik politisi maupun pegawai negeri dan tindakan tersebut
mencakup penerimaan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, terlibat

dalam penyuapan, pemerasan dalam jabatan, dan lain-lain.

Bambang Widjajanto selaku mantan ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa makna korupsi korporasi telah
dirumuskan di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Di dalam rumusan pasal
tersebut, disebutkan bahwa UU Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan
menggunakan frasa kata “setiap orang”. Pada frasa kata tersebut, setiap
orang dimaknai sebagai orang perseorangan dan juga termasuk korporasi
(Pasal 1, Angka 3 UU No0.31 Tahun 1999). Dalam pasal tersebut juga,
pengertian dari korporasi juga dirumuskan sebagai kumpulan orang dan
atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum atau badan
non hukum. Berdasarkan uraian tersebut, "setiap orang" juga termasuk
korporasi dapat dikualifikasi menjadi subyek dari suatu tindak pidana

korupsi (Widjajanto, 2017, p. 33).

Ada tiga hal yang berkaitan dengan korupsi korporasi bila
dikatikan dengan keinginan KPK untuk membawa kasus korupsi ke

sebuah pengadilan, yakni : pertama, KPK menyebutkan bahwa sebagian
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besar kasus penyuapan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh
korporasi; kedua, tidak ada satu pun korporasi yang dihukum dalam
seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK yang melibatkan korporasi
karena korupsi yang ditangani baru sebatas pribadi atau perorangan;
ketiga, kasus korupsi korporasi disebagiannya, juga melibatkan politisi
selain aparatur birokrasi. Pertanyaan tersebut bermakna bahwa dalam
sebuah kasus korupsi korporasi, terdapat kepentingan lain yang bekerja di
dalam kasus tersebut. Singkatnya, Bambang Widjajanto menjelaskan
bahwa korupsi sudah berpotensi dilakukan secara solid dan terintegrasi
antara kepentingan korporasi, birokrasi, dan politisi sehingga terjadilah
suatu kejahatan korupsi terorganisir di sektor korporasi yang berkelindan
dengan suatu kejahatan yang dikualifikasi sebagai korupsi politik

(Widjajanto, 2017, p. 36).

Salah satu kasus korupsi korporasi yang terjadi di Indonesia adalah
kasus korupsi BUMN PT. Asuransi Jiwasraya atau biasa disebut sebagai
Jiwasraya. Kronologi Kasus Jiwasraya sendiri telah terendus sejak Tahun
2006. Pada periode itu, asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut telah
mengalami kerugian sebesar 3,29 trilliun seperti yang disebutkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN. Kemudian, pada
Tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini
disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-
2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini

kebenarannya.



Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan
Rp6,3 triliun pada 2009. Lalu pada Tahun 2010-2012: Jiwasraya
melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rpl,3
triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa
Rachmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian
sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari
reasuransi hanya mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki
keuntungan ekonomis. Oleh sebab itu, pada Tahun 2012 Isa Rachmawarta
menolak permohonan perpanjangan reasuransi yang disebabkan oleh

laporan keuangan pada tahun 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar.

Pada tanggal 18 Desember 2012, Bapepam-LK memberikan izin
produk JS Proteksi Plan pada tanggal. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui
kerja sama dengan bank (bancassurance). Produk ini ikut menambah sakit
perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9 persen hingga 13
persen. Di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya pada Tahun 2014
justru menjadi sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester
City. Kemudian, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik di Tahun

2017. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan



pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun.
Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4 triliun naik 37,64 persen dari
tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang 2013-2017, pendapatan premi
Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan
periode pencairan setiap tahun. Kemudian di Tahun 2018, Direktur
Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat
pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun. Pada bulan yang
sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur
Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS
Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018,
pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama

Jiwasraya.

Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat
kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi
kejanggalan itu betul, karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)
PriceWaterhouseCooper (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi
laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp2,4 triliun menjadi hanya
Rp428 miliar. Kemudian pada Bulan Agustus 2018, Menteri BUMN Rini
Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar
perseroan. la juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit
investigasi terhadap Jiwasraya. Pada periode Bulan Oktober-November
2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik.

Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo



nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar. Pada Bulan November,
pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama
menggantikan ~ Asmawi  Syam. Hexana mengungkap Jiwasraya
membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio
solvabilitas (RBC) 120 persen. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat
hanya sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp50,5

triliun.

Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp27,24 triliun.
Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah
tercatat sebesar Rp15,75 triliun. November 2019, Kementerian BUMN di
bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi
kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu
dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan
perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga
mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.
Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi
Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga
menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada

kasus dugaan korupsi.

Akhirnya, pada Bulan Desember 2019, Penyidikan Kejagung
terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran
prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin

bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi



pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi
di balik defisit anggaran Jiwasraya Selain itu, Kejagung meminta
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya,
yaitu: HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada Rabu

(8/1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan
resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006
disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (window dressing).
Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil
putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi

Jiwasraya. (CNN, 2020).

Dengan besarnya skala Kasus Jiwasraya, pihak-pihak yang terlibat
tentu tidak sedikit. Dan dengan model analisis jaringan komunikasi,
sebuah kasus dapat diuraikan dalam satu penelitian dengan cara
menganalisis relasi antar individu dan/atau kelompok yang dilihat dari
sumber yang ditentukan oleh peneliti, mengolah hasil analisis dan
menampilkannya dalam bentuk data dan visual. Penelitian ini
menggunakan berita dari media daring Tirto.id dengan kata kunci "Kasus
Jiwasraya" dalam periode 18 Desember 2019 hingga 09 Maret 2019.Dari
tulisan Bambang Widjajanto, dengan banyaknya Kketerlibatan antar
individu yang mengatasnamakan lembaga dalam sebuah kasus korupsi,
Analisis jaringan komunikasi dapat membantu peneliti dalam menentukan

apakah terjadi relasi atau komunikasi antar individu, lembaga, atau
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1.2

1.3

kelompok dalam kasus korupsi Jiwasraya. Analisis jaringan komunikasi
dapat membantu peneliti menemukan adanya relasi-relasi antar individu
dan atau lembaga dari kasus korupsi Jiwasraya. Hasil penelitian dan data
yang didapat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kasus
Jiwasraya, yang merupakan salah satu kasus pencucian uang terbesar di
Indonesia karena melibatkan BUMN, berbagai perusahaan serta
berdampak pada nasabah yang sudah mempercayakan uang mereka pada
negara. Dengan menggunakan metode analisis jaringan komunikasi,
diharapkan penelitian ini dapat menjadi contoh penelitian dengan
menggunakan metode yang serupa untuk ke depannya, baik untuk

menganalisis kasus korupsi, atau objek penelitian lainnya.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi atau
keterlibatan yang terjadi antar individu dan atau lembaga yang menjadi

pusat dalam kasus Korupsi jiwasraya?

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana metode analisis
jaringan komunikasi dapat menjelaskan komunikasi antar aktor yang
terlibat, dengan teknik sentralitas tingkatan Philip Bonacich dalam
menjelaskan siapa saja yang menjadi pusat komunikasi dan atau aktor

paling berpengaruh dalam kasus Jiwasraya di media daring Tirto.id?



1.4

1.5

151

152

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan analisis jaringan
komunikasi untuk menjelaskan pola komunikasi antar aktor yang terlibat
dalam kasus korupsi Jiwasraya, baik individu atau lembaga, dengan
mengidentifikasi pusat relasi dan aktor dengan pengaruh terkuat

menggunakan metode sentralitas tingkatan Phillip Bonacich.

Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan
studi ilmu komunikasi, terutama menjadi acuan atau kajian dalam
penggunaan analisis jaringan komunikasi dan aplikasinya dalam sebuah

kasus seperti kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran fungsi
analisis jaringan komunikasi dalam menggambarkan relasi aktor-aktor
yang terkait kasus Jiwasraya, baik untuk akademisi, masyarakat luas,

ataupun mahasiswa yang mengambil topik atau metode serupa.
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1.6

Manfaat Sosial

Manfaat sosial dalam penelitian ini, yakni diharapkan dapat
memberi referensi kepada masyarakat terkait melihat pemberitaan kasus
korupsi secara lebih luas dan lebih kritis, dengan melihat hubungan yang
terjadi antar pihak-pihak yang terlibat, baik lembaga maupun

perseorangan.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya menggunakan
teknik sentralitas tingkatan Philip Bonacich, dan menggunakan berita dari
media daring Tirto.id dengan pemberitaan kasus Jiwasraya dari periode 18

Desember 2019 hingga 09 Maret 2020.
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